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Selanjutnya, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih yang
setinggi-tingginya kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Menteri
Pendidikan Nasional yang telah memberi kepercayaan mengangkat saya
sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu Administrasi Publik pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dan Bapak
Rektor Universitas Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada
saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan sidang yang
terhormat. Ucapan terima kasih juga saya haturkan kepada Dekan
FISIP UI dan kepada Bapak/Ibu/Saudara sekalian hadirin yang telah
menyempatkan diri diantara kesibukan dan waktunya yang sangat
berharga untuk menghadiri acara pengukuhan ini.

Hadirin yang saya hormati,

Izinkanlah saya pada kesempatan ini menyampaikan pidato
pengukuhan saya sebagai Guru Besar Tetap bidang Ilmu Administrasi
Publik pada Fakultas Iimu Sosial dan Tlmu Politik Universitas Indonesia
dengan judul:

«KONSTRUKSI ULANG HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT
DAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA :

ANTARA SENTRIPETALISME DAN SENTRIFUGALISME?”

Hadirin yang saya hormati,

Ada dua alasan utama yang menyebabkan saya tertarik untuk
menyampaikan Pidato PN dengan judul tersebut. Pertama,

éuéungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, selanjutnya
dalam pidato ini akan disingkat dengan hubungan pusat dan daerah,
adalah masalah nasional yang sangat kritis yang selalu bergerak dari satu

2

Konstruksi ulang..., Eko Prasojo, FISIP Ul, 2006



pendulum yang memusat (sentripetalis) ke arah pendulum yang menyebar
(sentrifugalis). Hubungan dinamis yang kritis ini seringkali dapat
menyebabkan gerakan separatis yang berujung pada situasi turbulens
dan hancurnya eksistensi sebuah negara. Kedua, dalam wacana akademik,
gagasan dan konsep federalisme dan negara federal yang merupakan
wujud gerakan negara yang bersifat menyebar telah memperoleh stigma
buruk dalam sejarah perjalanan negara dan bangsa Indonesia. Federalisme
dan negara federal dalam konteks hubungan pusat dan daerah telah
dipahami semata-mata sebagai kontra negara kesatuan dan diduga kuat
dengan keinginan untuk mendirikan negara federal. Tentu saja pandangan
yang keliru. Saya tidak bermaksud dengan pidato pengukuhan ini
memprovokasi hadirin menerapkan konsep federalisme dalam struktur
negara di Indonesia.

Hadirin yang saya hormati,

Negara nasional terlalu kecil untuk mengatur dan mengurus
masalah-masalah yang sangat besar, tetapi terlalu besar untuk mengatur
dan mengurus masalah-masalah yang sangat kecil (lihat misalnya Bell,
1988:2). Ungkapan ini mengisyaratkan, bahwa peran negara nasional
sebagai pengatur dan penyelenggara akan semakin berkurang dan akan
sangat tergantung dengan mekanisme koordinasi dan pembagian ke-
kuasaan baik pada tingkat internasional maupun pada tingkat lokal
(Fukuyama, 2004: 95). Konsekuensi logis dari hal ini adalah pe-
nyerahan sebagian kekuasaan kepada unit-unit sub nasional dan lokal.
Karena itu, pengaturan dan penyelenggaraan tugas-tugas negara dan
pemerintahan akan senantiasa berubah secara periodik, baik pada
negara yang berstruktur federal maupun negara yang berstruktur
unitaris (kesatuan).

Tendensi dinamika perkembangan hubungan pusat dan daerah
dengan demikian tidak saja terjadi pada negara kesatuan, seperti
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Indonesia, tetapi juga pada negara-negara dengan struktur federal
seperti Jerman, Canada, USA, Austria dan Swiss. Di Jerman misalnya,
perubahan hubungan antara pusat (Bund/federal) dengan negara bagian
(Laender/state) berkaitan langsung dengan proses penyatuan Jerman
Barat dan Jerman Timur, juga dengan proses integrasi Eropa. Defisit
substansi federalisme terjadi pada hampir semua kewenangan yang
ditunjukkan dengan meningkatnya konsentrasi kewenangan mengatur dan
mengurus pada pusat (Bund). Peningkatan konsentrasi kewenangan
pada pusat telah menyebabkan hilangnya substansi kemandirian politik
dan kualitas “negara” pada negara bagian. Pada sisi lainnya juga terjadi
ketergantungan negara bagian miskin pada bantuan keuangan pusat dan
negara bagian (Prasojo, 2003:32). Tendensi ini yang disebut di Jerman
sebagai cooperative federalism sampai kepada coercive federalism
(Gunlick, Berlin, 2000:46). Hal yang sama terjadi juga pada sistem
federalisme Swiss yang dicerminkan dengan pengambilalihan kompetensi
dasar negara bagian (Kantone) oleh pusat (Bund). Demikian juga
sentralisasi kewenangan yang terjadi di federal USA melalui proper and
necessary clause. Ketentuan ini memberikan hak kepada pusat untuk
mengatur dan menyelenggarakan kewenangan yang tidak diatur dalam
konstitusi tetapi melekat secara inheren untuk melaksanakan kewenangan
yang dimiliki.

Terjadinya sentralisasi kewenangan di negara-negara federal
memberikan bukti kepada kita bahwa hubungan antara pusat dan
daerah merupakan refleksi areal division of power (vertical distribution

of power) yang bersifat dinamik, berada dalam suatu kontinum antara
ekstrim sentral unitaris dan ekstrim liberal-federalis, berada antara
kekuatan sentrifugal yang mendorong keluar dan sentripetal yang
menarik ke dalam. Pembagian kekuasaan secara vertikal yang merupakan
komplemen pembagian kekuasaan secara horizontal, tidak berada dalam
ruang vakum, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal
nasional dan faktor-faktor eksternal internasional yang berkembang.
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Gambar 1: Kontinum Hubungan antara Pusat dan Daerah

Derajat hubungan antara Pusat dan Daerah dapat dijadikan
sebagai indikasi pada posisi mana struktur suatu negara berada.
Meskipun demikian tidak mungkin terdapat suatu negara yang sangat
bersifat unitaris atau sebaliknya sangat bersifat federalis. Elemen hu-
bungan antara pusat dan daerah tidak bersifat monosentris, melainkan
polisentris bergerak dari satu kontinum ke kontinum lainnya, dari
kontinum unitaris ke kontinum federalis dan sebaliknya (Laufer dan
Ursula, 1998:14). Titik temu keseimbangan antara gerakan sentripetal
dan sentrifugal dalam hubungan pusat dan daerah dapat dikaji dalam
berbagai aspek, misalnya saja dalam aspek tingkatan dan kedudukan
pemerintah daerah, pembagian kewenangan, aspek intervensi pusat
terhadap daerah, aspek keterlibatan daerah di tingkat pusat, aspek
pembagian (perimbangan) sumberdaya keuangan, dan aspek penyelesaian
konflik yang terjadi antar level pemerintahan. Dalam problem setiap
negara bangsa, tugas terberat yang harus diselesaikan oleh para
pembuat keputusan politik adalah menjaga titik keseimbangan antara
gerakan yang bersifat sentrifugal dan gerakan yang bersifat sentripetal.
Kekuatan sentrifugal yang terlalu besar akan mengakibatkan gerakan
separatisme yang mungkin berakibat pada disintegrasi bangsa. Sedang-
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kan kekuatan sentripetal yang berlebihan akan menciptakan pemerintahan
yang berkharakter sentralistis, dimana diskresi dan partisipasi lokal
dapat terabaikan. Kedua gerakan ini akan terus terjadi dari satu
generasi ke generasi selanjutnya, baik di negara-negara yang berbentuk
federal maupun di negara-negara yang berbentuk unitaris. Keutuhan
integrasi sebuah negara bangsa sangat ditentukan oleh kemampuannya
untuk mencari pakem keseimbangan diantara dua gerakan tersebut.

Gambar 2: Gerakan Sentrifugal dan Sentripetal dalam hubungan Pusat
dan Daerah

Salah seorang sarjana politik dari the Australian National University,
JA.C. Mackie, pada tahun 1980 telah menggambarkan hubungan
pusat dan daerah di Indonesia, dengan mempergunakan pendekatan
sentripetalisme dan sentrifugalisme. Pada hari ini saya akan memper-
gunakan pendekatan yang sama, meskipun titik beratnya diletakkan

pada aspek ilmu administrasi.

Hadirin yang saya hormati,

Untuk dapat merekonstruksi hubungan Pusat dan Daerah di
Indonesia, marilah kita lihat berbagai situasi problematis yang terjadi
pada praktek hubungan tersebut pada masa kekinian dalam konteks
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penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasang surut hubungan antara
Pusat dan Daerah sejatinya selalu mewarnai kehidupan berbangsa dan
bernegara di Indonesia (likat Mackie, 1980:671). Bahkan sejak kita
merdeka, berbagai gerakan separatis yang muncul di daerah seperti
PRRI dan Permesta juga sangat terkait dengan aspek vertical distri-
bution of power, disamping tentu saja memiliki keterkaitan dengan
aspek horizontal distribution of power. Pergolakan tersebut merupa-
kan reaksi terhadap kekuatan sentripetal yang berlebihan dalam
penyelenggaraan negara (Hoessein, 1995:12). Pasang surut hubungan ini
tercermin dalam berbagai produk perundang-undangan yang mengatur
mengenai pemerintahan daerah, sebagai amanat Pasal 18 UUD 1945,
baik sebelum maupun sesudah diamandemen. Dalam kesempatan ini
saya tidak akan membahas bagaimana pasang surut hubungan pusat
dan daerah di Indonesia sejak kita merdeka, sebagaimana terlihat
dalam UU No. 1 tahun 1945, UU No. 22 tahun 1948, UUD Republik
Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949, UU No. 1 tahun 1957, UU
No. 18 tahun 1965, dan UU No. 5 tahun 1974. Berbagai konstruksi
hubungan Pusat dan Pemerintah dalam perundang-undangan tersebut
telah banyak ditulis dan disampaikan oleh guru saya, yang terhormat
Profesor Bhenyamin Hoessein (Hoessein, 1997, 1999, 2001, 2001).
Dalam pidato pengukuhan Beliau sebagai Guru Besar tahun 1995,
disebutkan roda desentralisasi di Indonesia telah mengalami lima kali
perputaran (Hoessein, 1995: 15). Pada hari ini saya menambahkan
telah terjadi satu kali perputaran roda desentralisasi ke arah demokrasi
pada tahun 1999. Melalui karya-karya tulis Beliau berbagai aspek
legal hubungan antara Pusat dan Daerah telah dipahami dan dijadikan
sebagai referensi dalam penyusunan UU No. 22 tahun 1999 dan UU
No. 32 tahun 2004.

Pasca jatuhnya Soeharto, hubungan antara Pusat dan Daerah
memiliki ancaman sekaligus harapan. Menjadi sebuah ancaman karena
berbagai tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa semakin
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besar. Bermula dari kemerdekaan Timor Timur (atau Timor Leste) pada
tanggal 30 Agustus 1999 melalui referendum, berbagai gelombang
tuntutan disintegrasi juga terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh,
Papua, Riau dan Kalimantan. Meskipun ada sejumlah kalangan yang
menganggap bahwa kemerdekaan Timor Timur sudah seharusnya
diberikan karena perbedaan sejarah dengan bangsa Indonesia dan
merupakan aneksasi rezim Orde Baru, tetapi efek domino yang
timbulkannya masih sangat dirasakan, bahkan dalam MOU Helsinki
yang menghasilkan UU Pemerintahan Aceh (Prasojo, 2005:22). Efek
domino gerakan sentrifugal ini menurut saya tidak berhenti, melainkan
akan terus berlanjut sampai ditemukannya titik keseimbangan antara
pusat dan daerah. Gerakan ini bukan merupakan kejadian sesaat,
karena merupakan akumulasi dari kegagalan sistem yang sangat
sentralistis, sebagaimana juga terjadi di negara-negara Afrika. (Wunsch
dan Olowu, 1995:54).

Pada sisi lainnya, pasca kejatuhan Soeharto juga memberikan
harapan pada kemungkinan terjadinya perubahan hubungan kekuasaan
antara Pusat dan Daerah. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya UU
No. 22 tahun 1999, yang direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan UU No. 22 tahun 1999,
maka UU No. 2 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum juga memperkuat
posisi daerah dengan diterapkannya sistem pemilihan semi distrik pada
bulan Juni 1999. Kedua UU ini sedikit banyak telah merubah corak
hubungan antara Pusat dan Daerah di Indonesia. Kecenderungan
menguatnya desentralisasi kewenangan, sebagaimana tertuang dalam
UU No. 22 tahun 1999, merupakan refleksi gerakan sentrifugal yang
terjadi di Indonesia pasca kejatuhan Soeharto. Desentralisasi kewe-
nangan yang serupa juga terjadi di beberapa negara Asia seperti di
Filipina, Vietnam, Kamboja dan juga Cina (White and Smoke, 2005:
4). Gerakan ini menurut White dan Smoke dipengaruhi oleh bekerja-
nya faktor-faktor politik, faktor ekonomi dan faktor demografi.

8

Konstruksi ulang..., Eko Prasojo, FISIP Ul, 2006



Dalam perspektif politik, UU No. 22 tahun 1999 dapat dikatakan
berhasil meredam gerakan sentrifugal yang terjadi di daerah pasca
kejatuhan Soeharto. UU No. 22/1999 menghapus pelaksanaan azas
dekonsentrasi pada Daerah Kabupaten dan Kota, dimana azas ini
hanya dilaksanakan pada daerah Propinsi. Dengan demikian semua
kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota pada prinsipnya
merupakan kewenangan dalam rangka desentralisasi dan sebagian
dalam rangka tugas pembantuan. Demikian juga makna desentralisasi
tidak lagi dalam pemahaman administratif tetapi dalam konteks politis,
dimana pemerintah daerah Kabupaten dan Kota berhak mengatur
(regulate, regeln) dan mengurus (manage, verwalten) rumah tangga-
nya sendiri atas inisiatif dan kekuatan sendiri. UU No. 22/1999 juga
menghapus hierarki antara pemerintah Kabupaten/Kota dengan pe-
merintah Propinsi. Konstruksi hubungan antara pusat dan daerah
seperti diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, telah menyebabkan
beralihnya kekuasaan dari Pemerintah Propinsi kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota. Kekuatan gerakan sentrifugal ini menjadi sangat
lemah, karena para elite lokal yang menghendaki kemerdekaan propinsi
menjadi terpecah. Para Bupati dan Walikota lebih tertarik untuk
menjadi “raja kecil” di wilayahnya, daripada menjadi “hulu balang” di
negara yang akan dibentuk. UU No. 22 tahun 1999 bahkan meletakkan
dasar perubahan yang radikal (radical change) dalam hubungan antara
Pusat dan Daerah, juga dalam Sistem Administrasi Publik Indonesia
secara keseluruhan (Rohdewohld, 2003: 259).

Politik Sentralisme dan praktek ketidakadilan yang terjadi selama
masa Soeharto telah menyebabkan gerakan separatisme di beberapa
daerah. Ketidakseimbangan pembagian keuangan antara pusat dan
daerah telah menyebabkan kecemburuan di beberapa daerah. Kekayaan
alam di Aceh yang diekspor menghasilkan keuntungan US$ 2 Milyar
pada tahun 1997 hanya memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh
sebesar 0,05% melalui APBN. Meskipun produksi minyak Caltex di
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Riau tahun 1999 mencapai 23 Trilyun, tetapi masyarakat Riau ter-
masuk yang paling miskin di Indonesia. Sedangkan PT Freeport yang
mengeruk keuntungan tahun 1997 USS$ 1,1 Milyar, tetapi masyarakat
Papua tetap hidup seperti pada zaman batu. '

Hadirin yang saya hormati,

Konstruksi hubungan antara Pusat dan Daerah pasca kejatuhan
Soeharto boleh jadi bisa memberikan obat penawar bagi kegelisahan
dan kemarahan daerah. Tetapi dalam prakteknya tidak serta merta
menyurutkan keinginan Aceh dan Papua untuk memerdekakan diri.
Sebaliknya pemberian otonomi yang luas kepada pemerintah daerah
berdasarkan UU No. 22 tahun 1999, yang telah direvisi dengan UU
No. 32 tahun 2004, juga telah menyebabkan sejumlah paradoks dalam
pembangunan dan pemerintahan. Bahkan hasil penelitian di beberapa
daerah mengarahkan kepada kesimpulan gagalnya otonomi daerah yang
dicerminkan dari ketiadaan political equality, local responsiveness dan
local accountability (Yappika, 2006, lihat juga untuk konsep ini
Smith, 1985:24). Otonomi daerah yang sangat luas telah menyebabkan
tensi politik yang lebih tinggi daripada upaya-upaya peningkatan pe-
layanan publik. Penyusunan organisasi perangkat daerah kabupaten/kota
— tidak terkecuali propinsi — lebih banyak ditentukan oleh akomodasi
kepentingan-kepentingan tertentu. Setelah Pilkada langsung, afiliasi ini
menjadi lebih besar, karena politik akomodasi mewarnai proses
pemilihan langsung kepala daerah. Bahkan pengisian jabatan-jabatan
dalam struktur organisasi perangkat daerah sangat ditentukan oleh
afilisasi seseorang dengan bupati/walikota. Disamping itu, alasan Dana
Alokasi Umum dari pusat juga menjadi justifikasi perlunya pem-
bengkakan organisasi perangkat (budget maximizing). Di beberapa
daerah nepotisme berdasarkan kebangsawanan, sukuisme dan afiliasi
politik masih mewarnai proses rekrutmen, penempatan, promosi dan
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mutasi jabatan tertentu. Bahkan “gelar kebangsawanan” secara sengaja
diciptakan oleh bupati/walikota untuk memperkuat posisi jabatan, se-
kaligus membedakan masyarakat biasa dengan masyarakat yang
memiliki status kebangsawanan tertentu. Hal ini muncul dengan istilah
misalnya “laskar” dan “putera asli”. Istilah “anak daerah” sejatinya telah
muncul pada tahun 1950-an sebagai antagonis dari orang pusat yang di
drop daerah (Mackie, 1980:672).

Banyaknya urusan yang telah diserahkan kepada kabupaten/kota
ternyata tidak diikuti oleh kemampuan dan jumlah SDM Aparatur yang
tersedia. Terbatasnya kualifikasi dan jumlah SDM aparatur ini merupa-
kan masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota. Di beberapa
daerah bahkan pengisian jabatan dilakukan dengan mengatrol kepangkatan
seseorang, karena keterbatasan SDM yang memenuhi persyaratan.
Mekanisme Baperjakat (Badan Penilai Jabatan dan Kepangkatan)
seringkali terbentur pada keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM
yang tersedia, di samping juga politik afiliasi dan politik akomodasi.

Keterbatasan SDM aparatur ini sangat dirasakan dalam pelayanan
publik maupun dalam pengelolaan keuangan daerah. Tidak terkecuali
adalah keterbatasan kemampuan anggota DPRD dalam proses peng-
anggaran. Akibatnya, perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah
serta proses penganggarannya masih jauh dari optimal. Hal ini di-
persulit lagi oleh perubahan sistem anggaran dari pusat yang sangat
cepat dan susul menyusul — bahkan seringkali tumpang tindih —,
sehingga menyulitkan respon kemampuan SDM aparatur. Pada sisi
lainnya, peran dan fungsi Gubernur sebagai wakil pusat pun tidak
berjalan efektif, sehingga SDM aparatur tidak dapat didistribusikan
secara merata kepada kabupaten/kota di propinsinya.
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Hadirin yang saya hormati,

Otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tujuan ini
sangat paradoks dengan praktek otonomi daerah yang terjadi. Jaminan
partisipasi masyarakat dalam bentuk peraturan daerah belum menjadi
kebutuhan dan kewajiban bagi pemerintah daerah. Proses perencanaan
pembangunan dan anggaran misalnya masih dipandang sebagai ekslusif
domain pemerintah dan harus dirahasiakan atau ditutupi keberadaan-
nya dari akses publik. Proses Musrenbang menjadi formalitas belaka,
karena banyak usulan pembangunan yang akhirnya hilang karena peran
pemerintah yang sangat besar (Muluk, 2006:139). Bahkan dokumen
anggaran yang seharusnya menjadi dokumen publik hanya mungkin
diakses dengan cara-cara ‘pintu belakang’. Pada sisi lainnya, kesempatan
masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah juga
tidak terwujud. Tidak ada mekanisme dan prosedur yang terlembaga
yang memungkinkan masyarakat melakukan keluhan dan mengontrol
kinerja pemerintah. Keluhan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan
daerah tidak pernah diketahui hasilnya. Akibatnya, masyarakat tidak
memperoleh informasi apakah keluhan yang disampaikan telah direspon
dan ditindaklanjuti.

Potret suram otonomi daerah juga terjadi dalam pengelolaan
Sumber Daya Alam. Tidak ada peraturan daerah yang mengatur
mengenai hak masyarakat atas informasi dan keterlibatan masyarakat
dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Tidak dapat
juga dibantah bahwa kebijakan pelimpahan wewenang perizinan
pemanfaatan SDA dari pusat kepada daerah justru meningkatkan
eksploitasi SDA yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestari-
annya. Hal ini disebabkan karena pengelolaan SDA oleh pemerintah

daerah semata-mata dalam rangka perolehan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan transaksi ekonomi politik. Proses AMDAL dalam pemberian
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izin pemanfaatan SDA faktanya hanyalah bersifat formalitas dan tidak
dijadikan sebagai dasar yang objektif dalam pengambilan keputusan.
Pemberian izin pemanfaatan SDA seringkali lebih menguntungkan
pengusaha daripada masyarakat. Pemilihan langsung kepala daerah
yang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dalam
prakteknya tidak terjadi. Proses penjaringan calon kepala daerah
menjadi domain eklusif partai politik. Klaim partai politik bahwa jika
pencalonan dilakukan hanya melalui partai politik akan memperkuat
kelembagaan partai politik dalam prakteknya juga tidak menjadi
kenyataan (Prasojo, 2005:101). Yang terjadi adalah praktek jual beli
“perahu partai politik” dalam proses pencalonan kepala daerah. Se-
dangkan masyarakat dipaksa untuk memilih calon yang telah dipilih
oleh parpol tanpa proses penjaringan yang partisipatif.

Meskipun demikian, praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah
berdasarkan konstruksi UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 32 tahun
2004 tidaklah selalu menampakkan wajah yang suram, karena di
sebagian kecil daerah juga dapat dilihat praktek-praktek best practices
dan program-program inovasi. Salah satu faktor pengungkit dari ter-
jadinya program-program inovasi ini adalah peran kepemimpinan yang
besar dari Bupati dan Walikota. Kitapun sangat bangga dengan
program-program yang telah memberikan kesejahteraan kepada
masyarakat seperti di Kabupaten Jembrana (Prasojo dkk, 2004), di
Kabupaten Sragen, di Kabupaten Solok, di Kabupaten Kebumen, di
Kota Tarakan dan daerah-daerah lainnya. Tetapi peran kepemimpin-
an yang besar dari Bupati dan Walikota dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah sekaligus memberikan tanda tanya besar bagi
keberlanjutan program-program inovasi tersebut.

Beberapa uraian diatas tentang situasi problematik penyeleng-
garaan pemerintahan daerah di Indonesia menggambarkan dua pokok
permasalahan besar dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah
kekinian. Pada satu sisi, perubahan konstruksi hubungan pusat dan
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daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999, yang telah direvisi
dengan UU No. 32 tahun 2004 ternyata belum mampu secara optimal
meredam kekuatan-kekuatan sentrifugal yang mengarah pada gerakan
separatisme. Bahkan kekhususan-kekhususan yang diberikan kepada
pemerintah Aceh melalui UU Pemerintahan Aceh No. 11 tahun 2006
(sebagai hasil MOU Helsinki dan merupakan revisi terhadap UU
No. 18 tahun 2001), dan kekhususan yang diberikan kepada Propinsi
Papua berdasarkan UU No. 21 tahun 2001, telah memberikan tanda
tanya besar tentang konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Akankah setiap gerakan sentrifugal yang terjadi di daerah harus di-
respon oleh pusat dengan memberikan kekhususan melalui/dalam UU
tertentu, padahal terminologi otonomi daerah itu sendiri sejatinya telah
mengandung makna kekhususan bagi daerah. Pada sisi lainnya, praktek
penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diwarnai dengan berbagai
problem implementasi terkait dengan aspek efektivitas pemerintahan,
pengelolaan Sumber Daya Alam, Pemilihan Kepala Daerah, Pelayanan
Publik, Hubungan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakatnya,
Hubungan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, serta berbagai
problem lainnya sebagaimana telah saya singgung dimuka.

Hadirin yang saya hormati,

Tampaknya kedua pokok permasalahan tersebut menghendaki
satu perubahan mendasar hubungan antara pusat dan daerah. Dengan
kata lain, perlu dipikirkan konstruksi baru hubungan antara pusat dan
daerah. Konstruk hubungan tersebut paling tidak memuat pemikiran
ulang mengenai tingkatan pemerintahan, status dan kedudukannya,
pembagian wewenang (atau urusan) antar berbagai tingkatan pemerin-
tahan; perimbangan keuangan antar tingkatan pemerintahan; partisipasi
daerah dalam pembuatan keputusan di tingkat nasional;, dan intervensi
pusat terhadap daerah.
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Pembahasan berbagai muatan dalam konstruksi ulang hubungan
antara Pusat dan Pemerintah tidak dapat dilepaskan dalam kerangka
teori bentuk negara dan upaya untuk menselaraskan kekuatan sentripetal
dan kekuatan sentrifugal yang senantiasa dinamis bergerak dalam sebuah
negara bangsa. Sekali lagi, saya tidak bermaksud memprovokasi para
hadirin yang terhormat untuk mengadopsi bentuk negara federal dan
mengubah bentuk negara kesatuan yang telah menjadi konsensus para
pendiri negara. Persoalannya bukan terletak pada perubahan bentuk
negara, tetapi lebih besar pada upaya mencari format hubungan vertikal
antara pusat dan daerah. Saya ingin mengatakan bahwa dalam praktek
hubungan antara pusat dan daerah di berbagai negara, pendulum
unitarisme dan federalisme saling bergerak ke arah yang berlawanan.
Bahkan sejak tahun 1947 seorang sarjana hukum Jerman Bodo
Denewitz mengatakan bahwa federalisme dan unitarisme adalah dua
konsep kembar yang tidak mungkin membicarakan satu tanpa mem-
bicarakan yang lainnya. so haben auch die bisherigen
Untersuchungen iiber das Wesen des Foderalismus diesen fast
ausschlieflich und zumindest regelmdfig nur im Zusammenhang mit
dem Begriff Unitarisme behandelf’ (Denewitz, 1947:81). Kombinasi
berbagai instrumen unitarisme dan federalisme tersebut bahkan mem-
bentuk kharakter khusus konstruk hubungan antara pusat dan daerah.

Sayapun memahami kekhawatiran dari sejumlah kalangan ter-
hadap ide dan keinginan perubahan bentuk negara kesatuan ke negara
federal. Karena perubahan yang sangat radikal dalam tatanan negara

[13

seringkali dapat menyebabkan situasi anomali dan chaos. Perubahan
yang evolutif, dilakukan secara komprehensif dengan agenda setting
yang bertahap merupakan pilihan yang mungkin dilakukan. Fakta bahwa
berbagai instrumen yang digunakan dalam negara kesatuan dan negaré
federal dapat saling bertukar tidaklah dapat dipungkiri. Jika pembahasan
lebih lanjut diarahkan pada perbandingan berbagai bentuk negara
federal, maka niscaya akan kita dapatkan berbagai perbedaan yang
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signifikan antara federal Jerman, federal Austria, federal USA, federal
Australia, federal Kanada, federal India, dan mungkin juga federal
Malaysia. Berbagai instrumen yang dipergunakan di masing-masing
negara memiliki keunikan dari kontinum yang bersifat sangat federalis-
liberal sampai pada federalis unitaris. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa pemikiran untuk mengadopsi instrumen yang lazimnya diper-
gunakan di negara federal, tanpa merubah bentuk negara kesatuan
menjadi federal, adalah sesuatu yang mungkin.

Sayangnya, ide dan pemikiran dasar federalisme dan negara
federal di Indonesia sudah terlanjur layu sebelum berkembang. Dalam
forum yang sangat terhormat ini, sungguh suatu kebahagian jika saya
diperkenankan menjelaskan beberapa kharakter negara federal agar
kita dapat secara cermat memahami esensi ikatan Pusat dan Daerah
yang bercorak federalis. Hal ini akan membantu kita mengkonstruksi
ulang hubungan antara pusat dan daerah di Indonesia dengan kacamata
yang lain, yaitu bentuk negara federal.

Seperti telah menjadi pemahaman umum, bahwa pusat dalam
negara federal adalah struktur bentukan negara-negara bagian. Ke-
wenangan yang dimiliki oleh pusat lazimnnya merupakan kewenangan
yang diserahkan dalam konstitusi federal (Prasojo, 2005:105). Dalam
hal ini terdapat dua kelaziman cara untuk memberikan kewenangan
kepada struktur federal yang terbentuk. Pertama, konstitusi mengatur
secara detail kewenangan yang dimiliki oleh pusat (federal). Kewe-
nangan tersebut dapat berupa kewenangan mengatur dan kewenangan
mengurus. Kewenangan yang tidak diatur dalam konstitusi sebagai
kewenangan pusat, dengan sendirinya merupakan kewenangan negara
bagian. Prinsip inilah yang dikenal dengan kewenangan sisa untuk negara
bagian (residu of powers to state). Diantara negara-negara federal
yang menganut prinsip residu of powers to state adalah USA, Jerman,
Swiss dan Austria. Cara kedua dengan menetapkan di dalam konstitusi
federal kewenangan yang dimiliki oleh negara bagian, sedangkan sisanya
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dimiliki oleh pusat. Penetapan kewenangan sisa semacam ini disebut
dengan residu of powers to federal. Negara yang menganut cara
kedua ini adalah Kanada dan India.

Hadirin yang saya hormati,

Dalam teori dan praktek hubungan pusat dan daerah di keba-
nyakan negara federal, kekuasaan dan kewenangan pusat tidak
hanya berasal dari konstitusi, melainkan juga dari interpretasi dan
komentar terhadap konstitusi yang diberikan oleh Hakim Mahkamah
Konstitusi. Sekedar menyebut contoh kewenangan pusat yang lahir
dari interpretasi dan komentar terhadap konstitusi adalah “implied
powers” dan ‘“necessary and proper clause” di Amerika Serikat,
dan “stillschweigende Kompetenzen kraft Natur der Sache” dan
“kraft Zusammenhang” di Jerman. Kekuasaan inilah yang menye-
babkan ferjadinya kecenderungan sentralisasi di negara-negara
Jederal (Prasojo, 2003:403).

Selanjutnya, termasuk elemen penting dalam negara federal adalah
pengawasan federal (federal control), intervensi federal (federal
intervention), dan eksekusi federal (federal execution). Di area ke-
kuasaan dan kewenangan murni negara bagian, pengawasan federal
bertujuan menjamin kesesuaian norma hukum negara bagian (baik
konstitusi maupun undang-undang) dengan norma hukum konstitusi dan
Undang-Undang federal. Dalam kewenangan yang secara konstitusional
ditetapkan sebagai kewenangan pusat, tetapi penyelenggaraannya
dilimpahkan kepada negara bagian, maka pengawasan pusat tidak saja
bertujuan menjamin kesesuaian norma hukum negara bagian terhadap
konstitusi federal, tetapi juga menjamin kesesuaian pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan federal. Pengawasan pusat dapat berujung kepada
eksekusi federal, jika menurut pusat, negara bagian melukai dan
melanggar konstitusi federal. Namun demikian, untuk menjamin eksistensi
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soverenitas dan karakter “state” pada negara bagian, maka eksekusi
pusat hanya dapat dilakukan jika tahapan berikut ini dilalui; Perfama,
negara bagian jelas-jelas melukai dan melanggar norma hukum konstitusi;
kedua, pusat (federal) telah memberi peringatan dan ancaman terhadap
pelanggaran tersebut; dan ketiga, negara bagian tetap tidak melakukan
koreksi terhadap pelanggaran norma hukum. Konstruksi hubungan
struktur pusat dan negara bagian -dalam sebuah negara federal dengan
demikian mengizinkan eksekusi oleh pusat terhadap pelanggaran yang
dilakukan oleh negara bagian, sekalipun dalam bentuk ekstrim melalui
tindakan militer. Pengaturan tindakan militer dalam eksekusi pusat
terhadap negara bagian semacam ini terdapat antara lain di dalam
Konstitusi Federal Swiss Artikel 173, meskipun dalam prakteknya
belum pernah diterapkan. Dengan ulasan ini saya ingin mempertegas,
bahwa prinsip homogenitas (kesesuaian norma hukum yang lebih
rendah terhadap norma hukum yang lebih tinggi) dalam hubungan antara
pusat dan daerah dilakukan oleh pusat, dan bukan sebaliknya oleh
negara bagian (atau oleh pemerintah daerah). Sehingga persetujuan
terhadap sebuah produk perundang-undangan di tingkat pusat yang
terkait dengan daerah, di negara federal sekalipun — apalagi di negara
kesatuan — tidaklah melalui konsultasi dan persetujuan dengan Lembaga
Perwakilan Lokal (Parlemen Lokal), sebagaimana kesepakatan dalam
MOU Helsinki butir 1.1.2..”Decisions with regard to Aceh by
Legislature of the Republic of Indonesia will be taken in consultation
with and with consent of the legislature of Aceh”. Keterlibatan
negara bagian dalam proses pembuatan kebijakan dan perundang-
undangan di tingkat pusat dilakukan melalui lembaga Kamar Kedua
Parlemen.

Berbeda dengan eksekusi federal, intervensi federal tidaklah
bersifat sanksi, karena intervensi federal tidak berkaitan dengan
pelanggaran norma hukum. Tetapi sebaliknya, intervensi federal merupa-
kan instrumen federal yang bertujuan menjamin kemampuan negara
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bagian untuk melaksanakan kewenangannya. Intervensi federal adalah
bagian dari pengawasan federal yang bersifat bantuan. Intervensi federal
hanya dapat dilaksanakan, jika negara bagian tidak berkemampuan
untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya dan atau terjadinya
kondisi yang menyebabkan negara bagian tidak berkemampuan untuk
melaksanakan kewenangan tersebut. Contoh konkret intervensi federal
adalah dalam kasus bencana alam yang melanda satu negara bagian,
dimana negara bagian tersebut tidak dapat mengatasi bencana tersebut
dan atau tidak dapat melaksanakan kewenangannya karena gangguan
dan kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana tersebut. Intervensi
federal dapat dilakukan atas inisiatif federal dan dapat juga dilakukan
atas permintaan negara bagian. Konteks substansi hubungan pusat dan
negara bagian dalam hal intervensi adalah jaminan bantuan yang
diberikan oleh pusat kepada negara bagian terhadap pelaksanaan
kewenangan atau urusan yang dimiliki oleh negara bagian. Tidak saja
dalam keadaan darurat bencana, tetapi juga keadaan normal dimana
negara bagian tidak mampu melaksanakan kewenangan yang dimiliki.
Keterlibatan negara bagian dalam proses pembuatan undang-
undang dan kebijakan nasional (federal) juga menjadi elemen penting
dalam negara federal. Secara mendasar hal ini bertujuan memberikan
jaminan perlindungan kepada negara bagian dari eksekusi dan intervensi
federal yang dapat menyebabkan defisit soverenitas dan otonomi negara
bagian. Dalam praktek penyelenggaraannya, bentuk dan cara keterlibatan
negara bagian dalam proses pembuatan undang-undang di tingkat pusat
ini sangat beragam. Tetapi demikian, secara umum dapat dikatakan
bahwa semua negara federal menganut sistem dua kamar dalam proses
artikulasi politik nasional, yaitu sistem parlemen dua kamar; satu kamar
terdini dari wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum, dan kamar
yang lain terdin dari wakil-wakil negara bagian. Metode pemilihan dan
keterikatan politik antara wakil-wakil negara bagian dan negara bagian
yang bersangkutan juga sangat variatif Para senator di Amerika Serikat
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dipilih secara langsung oleh rakyat negara bagian dan tidak memiliki
keterikatan politik secara formal dengan eksekutif dan legislatif di negara
bagian dalam keputusan politiknya di Senat. Di Jerman seba'liknya,
anggota Bundesrat terdiri dari kepala dan anggota-anggota pemerintahan
negara bagian (Ldnder) dan keputusan politik setiap anggota adalah
terikat dengan keputusan pemerintah negara bagian. Dalam ka.sus federal
Swiss, disamping melalui sistem dua kamar, negara bagian juga dapat
mempengaruhi keputusan politik dan undang-undang nasional lainnya
melalui institusi demokrasi langsung (Stdndemehr dan referenduni). Juga
dalam hal pemberian suara, terdapat variasi antara Senat di USA dan
Bundesrat di Jerman. Setiap senator memiliki satu suara dan dapat
berbeda dengan senator lainnya dari negara bagian yang sama.
Sedangkan anggota Bundesrat tidak memiliki hak suara individu karena
setiap negara bagian hanya dihitung satu suara dan harus diberikan
secara sama. Terlepas dari sistem pemilihan dan keterikatan politik
anggotanya, sistem dua kamar merupakan elemen sentral keterlibatan
negara bagian dalam proses pembuatan undang-undang nasional (Bothe,
Berlin, 1977:84). Sistem parlemen dua kamar telah diadopsi di
Indonesia dengan kewenangan yang bersifat konsultatif.

Pembicaraan hubungan pusat dan daerah di negara berstruktur
federal tidak pula terlepas dengan perimbangan keuangan baik secara
vertikal antara negara bagian dan negara pusat maupun antara negara
bagian dengan negara bagian. Pembagian sumber-sumber keuangan dan
pembiayaan kewenangan antara pusat (federal) dan negara bagian diatur
secara detail dalam konstitusi federal. Menurut kelaziman, konstitusi
menetapkan jenis-jenis pajak yang dimiliki secara terpisah oleh Pusat
dan Negara Bagian. Disamping itu, karena sifat otonomi yang dimiliki
oleh “state” yang bukan merupakan bentukan pusat, maka sumber-
sumber penerimaan terbesar dari sektor pajak maupun non pajak dapat
dimiliki secara paralel oleh pusat maupun negara bagian, sehingga
dimungkinkan terjadinya double taxation bagi warga negara.
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Dalam negara berstruktur federal yang lain, beberapa pajak
potensial seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pajak
penjualan dipungut oleh negara pusat dan hasilnya dibagi secara
bersama antara pusat, negara bagian dan municipal. Konstitusi atau
Undang-Undang menetapkan besarnya bagi hasil pajak-pajak tersebut.
Jika karena alasan-alasan tertentu parlemen telah bersepakat, maka
besarnya prosentase bagi hasil dapat direvisi. Di Jerman misalnya,
prosentasi bagi hasil Pajak Penghasilan adalah 42,5% Pusat, 42,5%
Negara Bagian dan 15% Kommune. Sedangkan pajak pertambahan
nilai dibagi 50,5% pusat dan 49,5% negara bagian. Disamping pem-
bagian secara terpisah dan bagi hasil, sistem federal Jerman juga
menganut perimbangan keuangan horizontal antara negara bagian kaya
kepada negara bagian miskin.

Hadirin yang saya hormati,

Uraian yang saya sampaikan terkait dengan problem kekikinian
yang dihadapi Indonesia dalam konteks hubungan antara pusat dan
daerah, juga uraian tentang teori dan praktek penyelenggaraan hubungan
pusat dan daerah di beberapa negara federal dimaksudkan untuk
membentangkan pemahaman dalam upaya mencari format konstruksi
hubungan antara pusat dan daerah di Indonesia pada masa yang akan
datang. Seperti yang telah disinggung dimuka, gerakan dinamis sentripetal
dan sentrifugal selalu terjadi dalam semua negara dari satu kurun waktu
ke kurun waktu yang lain, baik di negara kesatuan maupun negara
federal. Sehingga semakin jelaslah bagi kita bahwa instrumen yang lazim
dipergunakan di negara federal dapat saja diadopsi di negara kesatuan,
jika dilakukan secara cermat dan berhati-hati.

Akan halnya konstruksi ulang hubungan antara pusat dan daerah
pada masa yang akan datang, saya mengusulkan pemikiran-pemikiran
berikut agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyusun
grand design hubungan tersebut.
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Tingkatan Pemerintahan Daerah, Peran, Kedudukannya

Sebagaimana telah maklum dan telah pula kita dipahami, ting-
katan pemerintahan daerah, peran dan kedudukannya telah berubah
dari satu kurun ke kurun waktu lain di Indonesia. Berdasarkan UU
No. 22 tahun 1999, tingkatan pemerintahan daerah di Indonesia dibagi
atas Propinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur dan mengurus sen-
diri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
Perlu saya catat disini, penggunaan terminologi dibagi yang merujuk
pada pasal 18 UUD 1945 perubahan kedua tahun 2000, dalam wacana
akademik masih menimbulkan polemik. Polemik ini bertitik tolak dari
kata dibagi yang dapat dimaknai bahwa Negara Kesatuan Republik
Indonesia ini dibagi-bagi layaknya konsepsi dan praktek di negara
federal. Pandangan ini antara lain dikemukakan oleh Prof. Bhenyamin
Hoessein. Saya pun menyetujui pandangan beliau. Meskipun demikian,
saya tidak akan melanjutkan polemik ini dalam pidato pengukuhan,
melainkan akan menekankan pada konstruksi tingkatan pemerintahan
daerah, peran dan kedudukannya.

Perjalanan panjang penelitian saya di beberapa daerah meng-
arahkan pada kesimpulan, bahwa praktek otonomi daerah berdasarkan
No. 22 tahun 1999 jo UU No. 32 tahun 2004 telah menyebabkan
fragmentasi administrasi (fragmanted adminisiration) yang berlebihan
di kabupaten dan kota. Kondisi ini dalam derajat tertentu kontradiktif
dengan tujuan-tujuan otonomi daerah. Ketentuan pasal 4 ayat 2 UU
No. 22 tahun 1999 yang menyebutkan tidak adanya hirarki satu
sama lain antara propinsi dan kabupaten/kota dalam prakteknya telah
menyebabkan lemahnya peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pusat
di daerah. Gubernur tidak dapat melakukan pengawasan, pembinaan
dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten dan Kota. Hubungan antara pemerintah kabupaten/kota ke
pusat dilakukan secara langsung, tanpa melalui Gubernur. Peran dan
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fungsi Gubernur menjadi mandul. Sehingga terlihat kesan, pemerintahan
daerah menjadi sentralistis kembali. Pada tataran ideal, seharusnya
problem-problem penyelenggaraan pemerintahan daerah berhenti dan
dapat diselesaikan di tingkat Propinsi. Pada sisi lainnya batas-batas
budaya di level kabupaten/kota berhimpit dengan batas-batas adminis-
tratif yang mengakibatkan kuatnya egoisme daerah dan kesukuan. UU
No. 32 tahun 2004 yang dimaksudkan untuk mengurangi masalah-
masalah yang muncul dalam implementasi UU No. 22 tahun 1999,
ternyata belum mampu mengubah paradigma bupati/walikota yang
terlanjur sudah terbentuk.

Dengan memperhatikan problem yang dihadapi pada tataran
praktek, juga konstruksi teoritis yang saya pelajari, maka konsensus
untuk menghilangkan status daerah administratif di tingkat kabupaten/
kota, dan keinginan untuk tetap mempertahankan dual role dan dual
status dari Gubernur, harus diikuti dengan penguatan peran Gubernur
sebagai Wakil Pusat di daerah untuk melakukan pengawasan, pembinaan
dan koordinasi. Para bupati/walikota tidak perlu merasa khawatir
kewenangannya akan berkurang dengan hal ini, karena Jocus dan focus
otonomi daerah harus tetap berada di tingkat kabupaten dan kota.
Undang-Undang harus memberikan seperangkat instrumen kepada
Gubernur untuk secara aktif melakukan fungsinya sebagai WPP. Pe-
mikiran ini menurut saya sejalan dengan semangat otonomi daerah, yaitu
untuk mengurangi peran pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah dengan mempercayakan Gubernur untuk melakukan tugas-tugas
koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap Kabupaten dan Kota
di wilayahnya. Kekhawatiran bahwa Gubernur akan lebih condong
sebagai Wakil Pusat ketimbang sebagai Kepala Daerah tidaklah
beralasan, karena Gubernur dipilih oleh rakyat secara langsung. Inilah
yang saya maksudkan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan
antara gerakan sentrifugal dan gerakan sentripetal dalam hubungan
antara Pusat dan Daerah.
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Pembagian Kewenangan Antartingkatan Pemerintahan

Salah satu perubahan besar konstruksi hubungan antara Pusat
dan Daerah berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 dan juga UU No. 32
tahun 2004 dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya adalah
dianutnya prinsip kewenangan sisa (residu of powers) dalam pembagian
kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Kewenangan Kabupaten
dan Kota mencakup semua kewenangan pemerintahan, kecuali
kewenangan dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan,
peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lainnya
yang ditetapkan sebagai kewenangan pusat. Dengan demikian semua
kewenangan pada dasarnya sudah ada pada kabupaten dan kota,
sehingga tidak perlu dilakukan penyerahan secara aktif oleh pusat.
Dalam penjelasan pasal 11 ayat 1 UU No. 22 tahun 1999 disebutkan
bahwa pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada daerah
Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, penyerahan kewenangan tidak
perlu dilakukan melalui pengakuan oleh pemerintah. Secara material
ketentuan penjelasan pasal 11 ini memiliki makna dan semangat yang
dianut oleh konstitusi dalam kebanyakan negara federal. Pada sisi
lainnya, ketentuan pasal 7 dan pasal 11 UU No. 22 tahun 1999 dapat
pula ditafsirkan sebagai kewenangan yang tabu untuk didesentrali-
sasikan (Hoessein, 2001 :18). Kewenangan yang secara enumeratif
diserahkan kepada pusat dalam pasal 7 dengan demikian, hanya dapat
dilaksanakan melalui asas sentralisasi atau dekonsentrasi. Ketentuan
rinci mengenai bidang-bidang pemerintahan yang disebutkan dalam
pasal 7 dan pasal 9, ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan
. Pemerintah (pasal 12).

Bentuk pembagian wewenang dengan azas residu of powers
pada daerah Kabupaten dan Kota ini, menyerupai pembagian wewenang
yang lazim dilakukan oleh beberapa negara federal, seperti USA,
Jerman, Austria dan Swiss, dimana wewenang pemerintah federal dirinci
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dalam Konstitusi, sementara wewenang lain yang tidak disebutkan
sebagai wewenang federal secara otomatis menjadi wewenang negara
bagian (Prasojo, 2005:163). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
secara substansial UU No. 22 tahun 1999 menganut prinzip kelaziman
yang diterapkan di negara federal dalam hal pembagian wewenang.
Salah satu masalah yang dihadapi dalam implementasi otonomi
daerah yang berakar dari konstruksi hubungan antara Pusat dan Daerah
adalah ketidakjelasan model pembagian kewenangan antar tingkat
pemerintahan. Secara teoritik dan praktek internasional di beberapa
negara, terdapat dua prinsip dasar yang dapat dilakukan dalam
membagi kewenangan yaitu berdasarkan kepada fungsi dan berdasarkan
kepada politik. Atas dasar fungsi kewenangan dibagi menurut fungsi
mengatur dan fungsi mengurus. Artinya, untuk suatu jenis kewenangan,
fungsi mengatur dan mengurus ditetapkan dan dibagi secara tegas untuk
setiap tingkatan pemerintahan. Sebaliknya, jika prinsip dasar yang dianut
adalah berdasarkan pembagian politik, maka fungsi mengatur dan
mengurus ini tidak secara tegas dibagi antara tingkatan pemerintahan.
Sehingga untuk satu jenis kewenangan sektoral bisa terdapat fungsi
mengatur dan mengurus yang sama dan dimiliki oleh dua tingkatan
pemerintahan yang berbeda. Ketidakjelasan model pembagian ke-
wenangan ini, dalam prakteknya terefleksi dalam dua wajah. Pertama,
untuk sektor-sektor yang bersifat profit seringkali tefjadi tumpang tindih
antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Kedua, untuk sektor-sektor
yang bersifat pembiayaan, seringkali terjadi kevakuman kewenangan.
Secara khusus, problem pembagian kewenangan juga terletak
pada inkonsistensi berbagai produk perundang-undangan di negeri ini.
Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden bisa mereduksi ke-
wenangan yang sudah diberikan Undang-Undang. Bagi daerah,
inkonsistensi ini membingungkan dan cenderung menyebabkan
resentralisasi. Ujung dari inkonsistensi ini adalah konflik sektoral antar
tingkat pemerintahan. Dalam kesempatan berpartisipasi menyusun
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Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pembagian kewenangan, saya
juga turut merasakan ketegangan antara sektor dengan pemerintah
daerah. Bahkan beberapa pemerintah daerah menuduh pusat tidak
bersungguh-sungguh mendesentralisasikan kewenangan.

Dilihat dari akar permasalahan tersebut, maka konstruksi hu-
bungan pusat dan daerah pada masa yang akan datang diarahkan pada
dua hal. Pertama, dalam praktek di negara-negara kesatuan model
pembagian kewenangan yang dianut adalah berdasarkan fungsi. Titik
berat fungsi mengatur yang bersifat nasional dilakukan oleh pusat.
Sedangkan Propinsi dan Kabupaten/Kota mengatur sesuai dengan
tingkat kewenangan yang dimiliki. Selaras dengan kewenangan mengatur
yang dimiliki, fungsi mengurus dilakukan oleh masing-masing tingkatan
sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Menurut hemat saya, beberapa
kewenangan yang dapat dikembangkan adalah (1) kewenangan mengatur
oleh pusat, (2) kewenangan mengatur oleh pemerintah, (3) kewenangan
mengatur oleh kabupaten/kota, (4) kewenangan mengurus dalam rangka
desentralisasi, (5) kewenangan mengurus, (5) kewenangan mengurus
dalam rangka dekonsentrasi, (6) kewenangan mengurus dalam rangka
tugas pembantuan, dan (7) kewenangan mengurus dalam rangka
sentralisasi. Dalam catatan saya, dalam praktek di negara-negara
federal, pembagian kewenangan antara federal dan negara bagian
dilakukan secara tuntas di Konstitusi, inkonsistensi dan ketidakjelasan
tersebut dapat dikurangi. Dalam kesempatan ini saya mengusulkan agar
pembagian kewenangan berdasarkan kepada fungsi mengatur dan -
mengurus ditetapkan secara tuntas di dalam Undang-undang. Pengaturan
melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dianut pada saat ini,
cenderung menguntungkan pusat dan melemahkan daerah.
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Hadlirin yang saya hormati,

Dilihat dari esensi tujuannya, maka desentralisasi dimaksudkan
untuk menumbuhkembangkan kemandirian daerah dalam menyeleng-
garakan pemerintahan daerah, pembangunan dan pelayanan. Tujuan ini
hanya akan tercapai jika pemerintah daerah dapat membiayai
pelaksanaan seluruh kewenangan yang diserahkan kepadanya. Bertalian
dengan hal tersebut perlu adanya keselarasan antara kewenangan yang
diserahkan, sumber-sumber penerimaan yang dimiliki dan kewajiban
untuk membiayainya. Kerangka hukum konstruksi hubungan antara
pusat dan daerah di Indonesia dari kurun waktu ke waktu yang lain
selalu diwarnai oleh kecenderungan sentralisasi sumber-sumber pe-
nerimaan. Ada sejumlah faktor yang dapat menjelaskan terjadinya hal
tersebut. Pertama, desentralisasi fiskal (keuangan) adalah persoalan
krusial dan kritis menyangkut pertanyaan bagaimana menciptakan dan
mempertahankan ketergantungan daerah terhadap pusat. Kedua, UUD
1945 tidak secara tegas mengatur dan mengamanatkan satu perimbangan
dan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Dan ketiga,
kecenderungan keinginan dan harapan pusat untuk mendistribusikan
pembangunan ke seluruh pelosok tanah air secara adil, merata dan
efisien. Faktor-faktor ini telah menyebabkan ketergantungan daerah
yang besar terhadap pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan
daerah (Crane, 1995:140, juga De Mello, 1999:8). Reformasi
perimbangan keuangan melalui UU No. 25 tahun 1999 dan direvisi
melalui UU No. 33 tahun 2004 ternyata belum mampu mengurangi
ketergantungan daerah terhadap pusat. Sumber-sumber penerimaan
negara yang penting masih dikuasai oleh negara, meskipun sebagian
besar kewenangan sudah diberikan kepada daerah. Pada sisi lainnya,
ketidakseimbangan antara satu daerah dengan daerah lain juga terjadi.

Berbagai persoalan hubungan keuangan antara pusat dan daerah,
menurut hemat saya bersumber dari semrawutnya berbagai jenis
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perimbangan yang ada, disamping juga disebabkan oleh ketiadaan
jaminan yang tegas tentang hubungan ini dalam UUD 1945. Daerah
berada dalam kondisi yang rentan. Untuk mengatasi persoalan-persoalan
tersebut, saya menawarkan pengungkit yang dapat dijadikan sebagai
kebijakan. Pertama, komponen perimbangan keuangan antara pusat
dan daerah harus meliputi 4 hal yaitu (1) pembagian penerimaan pajak
dan bukan pajak secara terpisah antar level pemerintahan, (2) bagi
hasil penerimaan pajak dan bukan pajak, (3) perimbangan horisontal
antar daerah, dan (4) dana subsidi perimbangan dari pusat kepada
daerah. Kedua, keempat jenis perimbangan tersebut harus disusun
secara bertahap, dimana setiap tahapan memiliki perhitungan yang
mencerminkan angka kekuatan keuangan setiap daerah. Pada tahapan
keempat, yaitu dana subsidi perimbangan pusat merupakan instrumen
pengangkat daerah yang memiliki kekuatan keuangan yang lemah.
Sehingga demikian, kesenjangan horisontal antar daerah dapat dikurangi.
Ketiga, prinsip money follow function dan money follow ressource
harus berjalan selaras sehingga tidak boleh menimbulkan kecemburuan
daerah terhadap pusat dan daerah satu terhadap daerah lain. Keempat,
perlunya memperluas jenis dan prosentase bagi hasil pajak. Kelima,
perlunya mempertegas dan memperjelas ketentuan perimbangan keuangan
pusat dan daerah dalam konstitusi untuk menjamin kedudukan hukum
" pemerintah daerah.

Hadirin yang saya hormati,

Berdasarkan UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka Daerah diberikan
wadah institusional untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan di tingkat
pusat. Dewan Perwakilan Daerah berkedudukan sebagai “parlemen

kedua” bersama-sama dengan DPR. Meskipun demikian beberapa
pemikiran perlu dikembangkan untuk memperkuat DPD sebagai

28

Konstruksi ulang..., Eko Prasojo, FISIP Ul, 2006



perwakilan daerah. Bahwa anggota-anggota DPD diplih secara langsung
oleh rakyat daerah dan tidak harus merupakan anggota pemerintahan
daerah dapat menyebabkan kontradiksi keputusan pemerintahan daerah
dengan keputusan anggota-anggota DPD yang mewakili Daerah.
Demikian juga dengan jumlah anggota DPD yang sama untuk setiap
daerah, dapat menyebabkan over representasi daerah-daerah dengan
penduduk sedikit terhadap daerah-daerah berpenduduk banyak.

Pada sisi lainnya, kekuasaan yang dimiliki oleh DPD hanya
terbatas pada produk Undang-undang yang memiliki keterkaitan lang-
sung dengan kepentingan daerah, misalnya berkaitan dengan otonomi
daerah dan perimbangan daerah. Dalam keputusan terhadap produk
Undang-undang yang lain DPD tidak memiliki hak Vefo. Dalam jangka
panjang, kekuasaan yang dimiliki oleh DPD harus bersifat vefo dan
diperluas tidak saja pada produk Undang-Undang yang berkaitan
dengan kepentingan daerah, tetapi juga Undang-Undang yang lainnya.

Hadirin yang saya hormati,

Pada bagian akhir pidato pengukuhan ini, izinkanlah saya
menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada berbagai pihak
yang telah berjasa terhadap karir akademik saya di FISIP UL Kepada
Pemerintah RI saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang
diberikan dalam jabatan Guru Besar ini. Sayapun berharap amanah
yang berat ini senantiasa dapat dilaksanakan dengan baik. Saya juga
yakin, bahwa jabatan ini adalah awal dari karir panjang yang harus
diisi dengan prestasi yang lebih baik lagi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan saya sampaikan kepada
Dewan Guru Besar FISIP Ul dan Dewan Guru Besar Ul yang telah
menyetujui dan meneruskan pengusulan jabatan Guru Besar bagi saya.
Kepada Rektor Universitas Indonesia, Prof. dr. Usman Chatib Warsa,
Sp.MK, Ph.D. secara khusus saya ucapkan terima kasih atas kesediaan
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untuk hadir dan memimpin sidang pengukuhan pada pagi hari ini.
Kepada Dekan FISIP Ul, Dr. Gumilar R. Somantri, para Wakil Dekan
dan para manajer saya ucapkan terima kasih atas bantuan dan
kerjasamanya yang baik sehingga acara ini berlangsung dengan baik.
Khusus kepada Dr. Gumilar, terima kasih saya atas bantuan dan
dorongannya sehingga saya diberikan kesempatan oleh DAAD Jerman
untuk melanjutkan program S2 dan S3 di Jerman.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Prof. Dr. Bhenyamin
Hoessein, yang secara khusus memberikan bimbingan dan terus
mentransfer ilmu yang dimilikinya, juga terhadap perkembangan karir
akademik saya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan balasan
pahala kepada beliau. Dalam kesempatan ini saya sampaikan terima
kasih kepada Prof. Dr. Azhar Kasim, MPA dan Prof. Dr. Martani
Huseini, MBA yang telah memberikan dukungan dan kesempatan yang
besar dalam pengembangan karir akademik saya. Kepada Ibu Dra.
Amy S. Rahayu, MSi., saya mengucapkan terima kasih atas dedikasinya
bagi awal perjalanan karir saya.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh staf Pengajar
di Departemen Ilmu Administrasi yang penuh dengan kebersamaan
dan kerjasama dalam membangun kualitas dan daya saing. Saya tidak
bisa menyebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Juga kepada
kawan-kawan panitia dan mahasiswa yang turut membantu terseleng-
garanya acara pengukuhan ini.

Kepada Doktorvater saya, Prof. Dr. Rainer Pitschas, ucapan
terima kasih atas bimbingan dan dukungannya yang luar biasa sehingga
Program Magister dan Doktor saya di Deutsche Hochschule fuer
Verwaltungswissenschaften Speyer Jerman dapat selesai tepat waktu.
Prof. Dr. Karl-Peter Sommerman, bimbingan beliau dan buku-buku
yang diberikannya terkait dengan Staais- und Verfassungslehre, sangat
membantu saya dalam memahami konstruksi negara. Lebih khusus lagi
kepada Dr. Dorothea Rueland, kepala perwakilan DAAD Jakarta pada
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masa itu, dimana saya bekerja keras untuk mendapatkan beasiswa
DAAD. Juga kepada teman-teman di GTZ SfGG dan SfDM, Mr. Peter
Rimmele, Dr. Bernhard May, Mr. Guenter Felber, terima kasih atas
kesempatan yang diberikan bagi saya untuk berpartisipasi dalam
program bantuannya di Indonesia.

Ucapan terima kasih juga disampaikan Kepada Prof. Dr. Ir.
Nurpilihan Bafdal, MSc., yang juga mertua saya, atas bimbingan dan
dukungannya dalam semua hal termasuk karir akademik saya. Semoga
Allah SWT memberikan balasan pahala kepada beliau.

Terima kasih yang tidak terhingga tentu saja kepada kedua orang
tua saya yang tercinta, Ayahanda Sanen Martowikromo dan Ibunda
Yatini juga kepada seluruh kakanda, yang karena bimbingan dan
dorongannya karir akademik ini dapat tercapai. Semoga Allah SWT
memberikan kesehatan, ampunan dan balasan pahala kepada beliau.

Last but not least, ucapan terima kasih sebesar-besarnya saya
sampaikan kepada Isteri tercinta Ir. Ceffi Jenivita, dan anakku ter-
sayang Umniah Salsabila Prasojo atas kesabaran dan dorongan moral
yang sangat berharga. Maafkan suami dan ayah atas detik-detik
berharga yang senantiasa hilang karena kesibukan. Kepada seluruh
hadirin, saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya dan
kesabarannya mendengarkan pidato pengukuhan Guru Besar kami.
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2002-2003

2001-2002

1996-1997

1996-1997

Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
(DPOD), Departemen Dalam Negeri Republik
Indonesia.

Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI
Anggota tim Desk Pilkada, Departemen Dalam
Negeri Republik Indonesia '
Sekretaris Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI
Assessor Badan Akreditasi Nasional (BAN)
Perguruan Tingggi

Anggota Tim Penyusunan RUU Administrasi
Pemerintahan, Kementrian Pendayagunaan Aparatur
Negara Republik Indonesia.

Konsultan dan Advisor Support for Good Governance
(SfGG) GTZ Jerman di Kementian Pendayagunaan
Aparatur Negara RI

Manajer Pelaksana “Selo Soemardjan Research
Centre”, FISIP UI

Koordinator Pengembangan Program, Departemen
Ilmu Administrasi FISIP Ul

Ressource Person Panitia Pengawas Pemilu
(Panwaslu) 2004

Anggota Tim Asistensi Gubernur DKI Jakarta pada
Pemilu Presiden 2004 di DKI Jakarta Indonesia
Anggota Tim Restrukturisasi Pusat Pusat Penelitian
di Universitas Indonesia, Direktorat Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat UL

Ketua Divisi Pelatihan dan Pertemuan Ilmiah,
Institute for Science and Technology Studies
(ISTECS) Chapter Europe, Jerman.

Ketua Studi dan Workshop Pemberdayaan Institusi
Lokal, Institute for Science and Technology Studies
(ISTECS) Chapter Europe, Jerman.

Staf Redaksi “Jurnal Bisnis dan Birokrasi,”
Departemen Ilmu Administrasi FISIP Ul
Koordinator Pelaksana Harian Laboratorium
Perbankan D3, FISIP UL
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1996-1998
1995-1997

1996-sekarang

1992-1996

Peneliti pada Pusat Kajian Pembangunan Administrasi
Daerah dan Kota FISIP Ul

Peneliti di Pusat Antar Universitas Ilmu Sosial
(PAU-IS), Universitas Indonesia.

Dosen Tetap di Jurusan Ilmu Administrasi FISIP Ul
pada Mata Kuliah Perencanaan dan Pengawasan,
dan Mata Kuliah Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah.

Asisten Dosen di Jurusan Ilmu Administrasi FISIP
Ul pada Mata Kuliah Perencanaan dan Pengawasan,
dan Mata Kuliah Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah.

Pengalaman Penelitian dan Profesionalisme Lainnya

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

Koordinator Penelitian, “Pemetaan Program Inovasi
dan Best Practices di Kabupaten Sragen”, dilakukan
oleh Departemen Ilmu Administrasi FISIP Ul
Peneliti pada Studi “Demokrasi di Pedesaan”,
dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI)

Spesialis Kebijakan Publik (Public Policy Specialist)
Proyek ASEM Grant Environmental Governance
and Sustainable Cities Initiatives — World Bank,
Kementrian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta
Peneliti pada “Studi Implementasi Desentralisasi
yang meningkatkan partisipasi politik, pemerintahan
yang baik dan efektif, dan kesejahteraan masyarakat”,
dilakukan oleh Yayasan Yappika dan dibiayai oleh
Partnership for Government Reform, Jakarta.
Koordinator Penelitian, “Studi Pelayanan Publik
yang partisipatif”, dilakukan oleh Yayasan YAPPIKA
dan dibiayai oleh Partnership for Government Reform,
Jakarta.

Koordinator Penelitian “Studi Persepsi Masyakarat
Jakarta terhadap Pilkada di Jakarta”, Lembaga
Kajian dan Advokasi Pemilu, Jakarta
Koordinator Penelitian, “Studi Pemetaan Strategi
Pemberantasan Korupsi di Indonesia™, dilakukan
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2005

2004

2004

2003

2003

2003

1999-2001

1999

1999

38

oleh Centre for Law and Good Governance Studies
Fakultas Hukum Ul, dan dibiayai oleh Partnership
for Governance Reform Indonesia (UNDP Program).
Koordinator Penelitian, “Restrukturisasi Organisasi
di Pemerintah Kota Depok”, dilakukan dan dibiayai
oleh Departemen Ilmu Administrasi FISIP UL
Koordinator Penelitian pada Studi “Pemetaan
Program Inovasi di Kabupaten Jembrana Bali”,
dilakukan oleh Pusat Kajian Pemerintahan Daerah
dan Kota, FISIP UI dan dibiayai oleh yayasan TIFA
Koordinator Penelitian pada Studi “Pola Penyalah-
gunaan Kewenangan Birokrasi dalam Pemilihan
Umum tahun 2004", dilakukan bersama antara
Lembaga Kajian dan Advokasi Pemilu dan Panitia
Pengawas Pemilu (PANWASLU)

Koordinator Penelitian pada Studi “Pola dan
Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Sipil di
Jakarta”, dilakukan bersama antara Pusat Kajian
Strategi Pembangunan Sosial dan Politik FISIP Ul
dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi
DKI

Koordinator Penelitian pada “Studi Pembagian
Kewenangan dalam Sektor Pertanian di Indonesia”,
dilakukan bersama antara Centre for Indonesia
Urban and Regional Studies (CIRUS) dan departemen
Pertanian RIL

Koordinator Penelitian pada Studi “Dampak Sosial
dan Politik Free Trade Zone di Batam™, dilakukan
bersama antara Pusat Kajian Strategi Pembangunan
Sosial dan Politik FISIP UI Badan Otorita Batam
Ressource person dan Peneliti pada Institute for
Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter
Europe, Jerman.

Magang dan Penelitian di Municipality Schwetzingen,
Jerman. Tema Penelitian: Perimbangan Keuangan,
Perencanaan dan Pengawasan, 1 Agustus sampai
30 Oktober.

Magang dan Penelitian di City Speyer, Jerman.
Tema Penelitian: Perimbangan Keuangan, dan
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1995-1996

1996-1997

1996-1997

1996-1997

1994-1995

1994

1994

1993

Keikutsertaan dalam

2006

Pengelolaan Keuangan Daerah, 1 Februari sampai
dengan 30 April

Peneliti pada “Studi antisipasi perubahan sosial dan
budaya dari Proyek Transmisi Gas Trans Sumatera
Tengah”, dilakukan bersama antara Pusat Antar
Universitas IImu Sosial UI dan Perum Gas Negara
Peneliti pada Studi “Bentuk dan Isi Otonomi Daerah
di Indonesia untuk pembangangunan jangka panjang
tahap kedua”, dilakukan bersama antara Pusat
Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota
FISIP UI dan Departemen Dalam Negeri RI.
Peneliti pada Studi “Penanganan Kesenjangan Pasar
Kerja di Jakarta”, dilakukan bersama antara Pusat
Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota
FISIP Ul dan Kanwil Tenaga Kerja DKI Jakarta.
Peneliti pada Studi “Dampak Upah Minimum
Regional bagi Peningkatan Investasi di Jawa Barat”,
Pusat Antar Universitas Ilmu Sosial UI dan Badan
Penanaman Modal Propinsi Jawa Barat.
Pengalaman bekerja dalam rangka Pertukaran
Pemuda Indonesia Kanada di Nelson and District
Recreation Commission, Nelson, Canada.
Enumerator pada Studi “Citra PLN di mata
Pelanggan”. Dilakukan oleh Perusahaan Listrik
Negara.

Magang di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Jakarta

Enumerator pada Studi “Persepsi Masyarakat
Perkotaan terhadap Hak Azasi Manusia”, dilakukan
oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Ilmu
Sosial (LPPIS) FISIP UI

Seminar, Kollokium dan Workshop (Selected)
Pembicara pada Seminar Nasional XX Asosiasi

Ilmu Politik Indonesia (AIPI), “Reformasi Birokrasi

dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Mei,
3-4, 2006, Medan
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2006

2006

2006

2005

2005

2005

2005

2005

2005

40

Pembicara pada Seminar Nasional “Studi Kritis
Draf RUU Mineral dan Batubara untuk Investasi
Jangka Panjang”, diselenggarakan oleh Centre for
Law and Good Governance Studies FH UI, 7
Februari 2006, Depok

Pembicara pada Seminar Nasional “Otonomi Daerah
dan Kesehatan Masyarakat”, diselenggarakan oleh
Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia, 9 Maret 2006,
Prapat, Sumatera Utara

Pembicara pada Seminar Regional “Reformasi
Birokrasi”, diselenggarakan oleh Partai Keadilan
Sejahtera, 3 Februari 2006, Hotel Salak, Bogor
Peserta dan Kontributor dalam JSPS Core
University Program Workshop 2005: “Toward a
New Model of East Asian Society: Entrepreneur-
ship and The Family”, 14-15 Oktober 2005, Kyoto,
Japan

Ketua Pelaksana dan Peserta dalam Indonesian-
German Conference on Decentralization, Regional
Development and Good Governance, diselenggara-
kan oleh FISIP UI, 11-13 Oktober, Jakarta
Peserta dan Kontributor dalam International
Conference “Political Management of Transforma-
tion. Enhancing Governance Capacity”, diseleng-
garakan oleh Bertelsmann Stiftung and GTZ
Germany, 5-10 Oktober, Berlin

Pembicara dalam Seminar Nasional “Bentuk dan
Isi dari Tanggungjawab dan Akuntabilitas Pemerin-
tah Daerah”, diselenggarakan oleh Departemen
Dalam Negeri RI, 13 September, Jakarta
Pembicara dalam Seminar Nasional “Studi Kasud
dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung
di Indonesia”, diselenggarakan oleh Centre for Law
and Good Governance Studies, 8 September, Jakarta
Pembicara dalam Seminar Nasional “Membangun
Masa Sekarang dan Masa Depan Indonesia: Otonomi
Daerah di Negara Kesatuan”, 30 Juli, Bekasi,
Indonesia
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2005

2005

2005

2005

2005

2005

2004

2004

2004

2004

2004

2004

Pembicara dalam Seminar “Good Governance dan
Prospeknya bagi Indonesia™, 14 Juli, Serang, Banten
Fellow dalam Salzburg Seminar, session 426,
“Beyond e-government: The Government for the
third Millennium, 5-10 July 2005, Salzburg, Austria
Pembicara dalam Seminar “Dialog interaktif antara
DPRD dan Masyarakat”, 21 June, Jakarta
Pembicara dalam Seminar dan Workshop
“Mekanisme Kerja antara Eksekutif dan Legislatif
di Propinsi Jakarta, 18 Mei, Jakarta

Pembicara dalam Workshop “Pencegahan Konflik
dan Resolusinya”, 14 April, Bogor

Pemibcara dalam Workshop “Pelayanan Publik di
Jakarta: Eksplorasi Masalah dan Solusinya”, 7
Februari, Jakarta

Pembicara dalam Seminar dan Workshop “Mem-
bangun Teknologi Informasi dalam Implementasi
Otonomi Daerah”, diselenggarakan oleh Universitas
Gunadarma University, 15 September, Depok
Pembicara dalam Seminar “Perspektif Indonesia
Baru: Analisi Kritis Sistem Politik”, diselenggarakan
oleh BEM FISIP. UNPAD, 12 October, Bandung
Peserta dalam International Seminar on “Indonesia:
Challenges in the 21* Century, Civil Society,
Administrative Culture and Governance Issqes”,
disclenggarakan oleh Inke Maris & Associates
bekerjasama dengan Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Kementrian Pariwisata, 28
September, Jakarta

Pembicara dalam Seminar dan Dialog Interaktif
“Membangun Model Jaringan Masyarakat Sipil”
diselanggarakan oleh PKSPSP FISIP UI, 13 Oktober,
Jakarta

Pembicara dalam Seminar dan Dialog Interaktif
“Executif, Legislatif dan Pemimpin Masyarakat
Sipil” diselenggarakan oleh PKSPSP FISIP UI, 16
September, Jakarta

Pembicara dalam Seminar Nasional “Perubahan
Transisi Demokrasi dalam Perspektif Kepemimpinan
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2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2003

2002

42

Nasional’, diselenggarakan oleh Forum Iktus, 29
Juni, Jakarta

Pembicara dalam Seminar “Format Mekanisme
Pengawasan di Jakarta”, Diselenggarakan oleh
Badan Pengawas Daerah DKI Jakarta, 23 December,
Jakarta

Pembicara dalam Seminar “Formulasi Kebijakan

‘Pembangunan Kawasan Khusus di Jakarta”,

diselenggarakan oleh Biro Kewilayahan DKI Jakarta,
19 November, Jakarta

Pembicara dalam Seminar Nasional dan Workshop
“Dimensi Politik Pelayanan Publik” diselenggarakan
oleh Forum Inovasi dan Kepemerintahan yang baik
FISIP UI, 8 Oktober 2003, Jakarta

Pembicara dalam Seminar “Pemilihan Presiden
2004 di Indonesia”, diselenggarakan oleh PKSPSP
FISIP UI, 25 September, Jakarta

Pembicara dalam Workshop on “Hubungan
Kelembagaan di PT Jasa Marga”, diselenggarakan
oleh SMART PR dan PT Jasa Marga, 24 September,
Jakarta

Pembicara dalam Seminar “Hubungan antara DPRD
dan Universitas”, diselenggarakan oleh PKSPSP
FISIP UI, 9 September, Jakarta

Pembicara dalam Seminar Nasional “Hubungan
Pusat dan Daerah”, diselenggarakan oleh Sekolah
Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, 27 Agustus,
Jatinangor,

Pembicara dalam Seminar “Manajemen Keuangan
Pemerintahan Daerah”, diselenggarakan oleh Pusat
Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Univeritas
Indonesia, 25 Agustus, Jakarta.

Pembicara dalam Seminar “Agenda Pemerintah
Indonesia: Good Governance, Desentralisasi dan
Reformasi Birokrasi”, diselenggarakan oleh Institute
for Science and Technology Studies (ISTECS)
Chapter Europe, 5 April, Frankfurt, Jerman
Pembicara dalam 7* Indonesian Students Scientific
Meeting (ISSM), Yearly International Indonesian
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2002

2002

2002

2002

2002

2001

2001

2001

Students Forum, October 4-6. Berlin, Germany.
Diselenggarakan oleh Institute for Science and
Technology Studies (ISTECS) Chapter Europe
Peserta dalam Seminar “The Role change of
municipality on European Union”, Yearly Economic
Forum, Speyer Post-Graduate Program of Public
Administration, September 25-27, Speyer, Jerman.
Peserta dalam Collogium on “Sustainability of
Environment in Indonesia”, Bimonthly Collogium
diselenggarakan oleh ISTECS-Chapter Europe, 13
Juli, Frankfurt, Jerman

Peserta dalam Collogium on “Indonesian Forestry
Management”, Bi-monthly Collogium diselenggarakan
ISTECS-Chapter Europe, 4 May, Frankfurt, Jerman
Peserta dalam Seminar on “European Administrative-
Law Procedure”, Speyer Post-Graduate Program
of Public Administration, diselenggarakan oleh
Kementrian Dalam Negeri Jerman, 20-23 Maret,
Speyer, Jerman

Pembicara dalam 24 Research Conference on
“Participation of Handicap-People on Civil Society
in Asia and Europe”, diselenggarakan oleh Max-
Planc Institute for International Law, April 6-10,
Berlin, Jerman.

Pembicara dalam 2" Workshop on Local Autonomy
in Indonesia, diselenggarakan oleh ISTECS-Chapter
Europe dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia
di Frankfurt, 10 November

Pembicara dalam 1% Research Conference on
“Participation of Handicap-People on Civil Society
in Asia and Europe”, diselenggarakan oleh DHV-
Speyer and Max-Planc-Institut for international law,
29 Sept-1 Oktober, Speyer, Jerman

Peserta dalam Seminar dan Workshop “*Rekonstruksi
Politik Otonomi Daerah di Indonesia”, diseleng-
garakan oleh Civil Society Support and Strengthening
Program (CSSP) dan Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, 18-20 Februari, Malang
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2000

2000

2000

2000

1999

1998

Pembicara dalam 10* Global Dialogue: Shapmg a
Future of Global Partnership in Dialogue with thme
Decision Makers of Tomorrow, October 17-19%,
Hannover, Germany, diselenggarakan oleh Expo
2000 Hannover
Pembicara dalam 1#* Workshop on Local Autonomy
in Indonesia, August 26%, Frankfurt, Germany,
diselenggarakan oleh ISTECS-Chapter Europe dan
Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt
Peserta dalam Seminar on “Credit for poor peopli:
Strategy for formalisation of informal §ect0r >
November 10-12, Géttingen, Germany, diseleng-
garakan oleh Africa-Asia University Graduate
AAAAA). o
g’embicarc)z dalam 5" Indonesien Students Sc1cnt1f1c
Meeting, (ISSM), Yearly International Indonesian
Students Forum, October 6-7, Parisf France(i
diselenggarakan oleh Institute for Science an
Tochnology Studies (STRCS) Chapiet TR
+ Pembicara dalam 4* Irr -qesien Students Scientife
Mecting, (ISSM), Yeasly International Indonesia
Students Forum, October 8-9, Kassel, Germany
diselenggarakan oleh Institute for Science anc
Technology Studies (ISTECS; (tapter Europe
Peserta dalam Seminar on “South-South Cooperatior
in Field Economy, Culture and Science”, July 24-
26, Géttingen, Germany, diselenggarakan oleh Africa-
Asia University Graduate (AAAAA)

Daftar Karya Ilmiah

A.
L.

Dalam Jurnal

Decentralization and Changing Governance: Peran Kepemimpinan
dalam Pembangunan Kapasitas Kewirausahaan Lokal, di: Jurnal
Bisnis dan Birokrasi, Vol. XIV/Nomor 2/Mei/2006, Departement Ilmu
Administrasi FISIP UI. .
Reformasi Birokrasi di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis, di.

Jumal Bisnis dan Birokrasi, Vol. XIV/1/2006, Departemen IImu
Administrasi FISIP UL
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N4

o

e

Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik di Indonesia,
di: Jumal Jentera, 2006, diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan
Kebijakan (PSHK, Centre for Law and Policy), Jakarta.

Prospek NAD Pasca MOU Helsinki, di: Jurnal Inteligence, 2006,
diterbitkan oleh Badan Intelejen Nasional, Jakarta.

Program Inovasi untuk Masyarakat Miskin di Jembrana, di: Jurnal
PSPK, VIII Edition, 2006, diterbitkan oleh Pusat Studi Pengembangan
Kawasan, Jakarta.

Restrukturisasi Organisasi di Depok (2004-2005), di: Visi Publik,
Journal of public administration, Vol. 2/1, April-September 2005,
Departemen Ilmu Administrasi, FISIP, Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto.

Pilkada, Demokratisasi dan Good Governance: Rekonseptualisasi
Negara Kesatuan di Indonesia, di: Jurnal Bisnis and Birokrasi, Vol.
XIV/No. 1/2005, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UL
Reformasi Pelayanan Publik dan Hak Sipil: di: Jurnal Ilmu
Administrasi Negara (JIANA), Vol. 5/ 2, July 2005, Universitas Riau.
Efisiensi Anggaran sebagai kunci sukses program inovasi di

Kabupaten Jembrana Bali, du. Tumal Tioviah Administrasi Publik, Vol.
N2, March-August 2005, Uriverstas Brawiaya,

Demokrasi dalam Transisi, Pemilihan Presiden dan Kepemimpinan
Nasional:Jalan Menuju Good Governance di Indonesis ;. é’isn.
and Birokrasi, Vol. XII/No. 3/September/2004, Depar;emén Ilm‘S
Administrasi FISIP UL u
Peran Kepemimpinan dalam Program Inovasi; Sty .
Kabupaten Jembrana, di: Bisnis and Birokrasi, Vozll_dl Xﬁc/z;z;s ;1;
September/2004, Departemen Ilmu Administrasj FISIP Ul .
People and Society Empowerment: Sebuah Persp
partisipasi publik, di: Jummal Imiah A‘dr'mmst'ras, P
2/Maret-Agustus/2004, Jurusan Administrasi Pub
Administrasi, Universitas Brawijaya Malang.

Demokrasi dalam Transisi: Konstruksi Baru Sistem Politik Indonesiq

makalah dipresentasikan dalam Seminay \M\&\\/\\\\\\\mﬁ@& &;m

sebuah analisis kritis sistem polit; i
UNPAD, 12 Oktober 2004, B:ndu Ii(g diselenggarakan BEM FISIP
Problem Pembagian Wewenang antarg
Daerah di Indonesia, di: Jurnal [lmy Admin
2004, Jurusan Ilmu Administrasi, FISIP, Un

¢

ektif memban
. gun
ublik, Vol IV/ No.

lik, Fakultas Iimy

Pusa{ dan Pemerintah
fstra51 (JTANA), Januari/
veritas Riau.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

Administrative Procedure Law: Jalan Menuju Good Governance,
di: Bisnis and Birokrasi, Vol. XI/4/Desember/2003, Departemen Ilmu
Administrasi FISIP UL

Pemilih Indonesia 2004: Momentum untuk Reformasi Birokrasi,
di: Forum Inovasi, Journal for Capacity Building and Good Govemance,
Vol. I1I/4/Desember/2003.

Menciptakan Manajemen Keuangan Daerah yang Partisipatif dan
Akuntabel di Indonesia, makalah dipresentasikan dalam Seminar
“Manajemen Keuangan Daerah”, diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan
dan Pelayanan Masyarakat Universitas Indonesia, 25 August 2003.
Balanced E-Government: Efficient, Effective and Participative
Public Services in Globalization Era, di: Forum Inovasi, Journal for
Capacity Building and Good Governance, Vol. II1/3/September/2003.
Peran Universitas dalam Knowledge Society, di: Bisnis and Birokrasi,
Vol. XI/3/September/2003, Departemen Ilmu Administrasi FISIP UL
Agenda  Politik dan Pemerintahan di Indonesia, di: Bisnis and
Birokrasi, Vol. XI/1/January, 2003, Departemen Ilmu Administrasi
FISIP UL

Good Governance, Decentralization and Reform of Bureaucracy,

- presented paper on Seminar “Agenda of Indonesians Government:
- Good Governance, Decentralization and Reform of Bureaucracy” April

5 2003, Frankfurt, Germany, Held by Institute for Science and
Technology Studies (ISTECS) Chapter Europe.

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah di Indonesia,
Perbandingan antara Jerman dan Indonesia, di: Analisis CSIS,
series XXXI, Number 4, 2002, Center for Strategic and International
Studies, Jakarta.

Local autonomy in Indonesia: Problems and prospects of the
implementation law 22 and 25 of 1999, presented paper at 7"
Indonesian Students Scientific Meeting (ISSM), Yearly International
Indonesian students Forum, October 4-6, 2002, Berlin, Germany. Held
by Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter
Europe.

E-Government and one-stop-government: The next frontier in
Indonesia’s public services (An administrative and legal approach),
paper presented at 7 Indonesian Students Scientific Meeting (ISSM),
Yearly International Indonesian Students Forum, October 4-6, 2002,
Berlin, Germany. Held by Institute for Science and Technology Studies
(ISTECS) Chapter Europe..
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25.

26.

217.

28.

29.

Competence distribution between central and local government in
Indonesia: a comparative study to German system between federal
(Bund) and state (Ldinder), paper presented at 2™ Workshop on Local
Autonomy in Indonesia, November 10* 2001, Frankfurt, Germany. Held
by ISTECS-Chapter Europe and Consul General The Republic of
Indonesia in Frankfurt.
Local autonomy in unitary state: Prospects and problems of
implementation of law 22/1999 in Indonesia, non-presented paper
at 2™ Workshop on Local Autonomy in Indonesia, November 10% 2001,
Frankfurt, Germany. Held by ISTECS-Chapter Europe and Consul
General The Republic of Indonesia in Frankfurt.
Community Empowerment to bridge Globalization gap. A political,
economical and social perspective in Indonesia, paper presented
at 10" Global Dialogue: Shaping a Future of Global Partnership in
Dialogue with the Decision Makers of Tomorrow, October 17-19%
2000, Hannover, Germany. Held by Expo 2000 Hannover.
Problems and prospects of local autonomy in Indonesia: The
conflict in intergovernmental resources, presented paper at 4%
Indonesien Students Scientific Meeting, (ISSM), Yearly International
Indonesian Students Forum, October 8-9" 1999, Kassel, Germany. Held
by Institute for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter
Europe.
The increasing of local government income in Indonesia by
considering Germans financial relationshf'p experignce, presented
paper at 1 Workshop on Local Autonomy in Indonesia, August 26%
2000, Frankfurt, Germany. Held by IS'_I‘ECS-Chapter Europe and
Consul General the Republic of Indonesia in Frankfurt.-
Indonesien toward federalism. To reform of ﬁ_nan.czal relation
between central and local government by consider. ’:g Ger. mans
financial relations experience, presented paper at 5% Indonesien
Students Scientific Meeting, (ISSM), Yearly International Indongsmn
_7% 2000, Paris, France. Held by Institute
students Forum, October 6-7 0, S) Ch 5
for Science and Technology Studies (ISTECS) Chapter Europe.

Publikasi dalam Buku

o - in Indonesien (dalam bahasq Jerman,
Politische Dezentralisierung { Ph.D. Dissertation, Peter

Political Decentralisation i) mﬁ%%%&‘?:\
Lang Publisher, Frankfurt, Germany, 2003.
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10.

48

Status Quo und Perspektiven des Rechts und der Politik fuer
Menschen mit Behinderung, Land Report of Indonesia, (dalam
bahasa Jerman, Status Quo and Perspective of the law and politic
for handicap) in: Von Maydell, Bernd; Pitschas, Reiner; Schulte, Bernd
(ed.), Behinderung in Asien und Europe im Politik- und Rechtsvergleichh,
Baden-Baden, 2003, Germany.

Problem dan Perspektif Desentralisasi Politik di Indonesia, di:
Indra Pilliang etc. (ed.), Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Divisi
Kajian Demokrasi Lokal, Yayasan Harkat Bangsa, Jakarta, 2003.
Siapa ingin jadi Presiden, di: Publikasi Kompas, Jakarta, 2004.

. Reformasi Birokrasi dalam Praktek. Kasus di Kabupaten Jembrana,

Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI Press, Jakarta, 2004.
Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis terhadap Pemilu 2004
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